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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Menteri
Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya
Pasal 3 Ayat (3) yang mengatur dispensasi pemberitahuan pernikahan
kurang dari 10 hari kerja melalui dispensasi camat atau surat
pertanggungjawaban  bermaterai. =~ Kehadiran  surat  pernyataan
pertanggungjawaban bermeterai sebagai mekanisme baru dalam
administrasi perkawinan menimbulkan perhatian karena belum diikuti
dengan pengaturan teknis yang rinci mengenai bentuk maupun mekanisme
pertanggungjawabannya. Di sisi lain, ketentuan tersebut membuka
kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman dan penerapan di lapangan,
terutama bagi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang
berwenang dalam proses pencatatan perkawinan. Kondisi ini menjadi
penting untuk dikaji mengingat administrasi perkawinan berkaitan erat
dengan kehati-hatian, kepastian hukum, dan tertib pencatatan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Kepala KUA di
Kota Banjarmasin terhadap dispensasi pemberitahuan kehendak nikah serta
mengetahui dasar yang melatarbelakangi persepsi tersebut dalam
pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun
2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Data yang diperoleh melalui
wawancara terstruktur kepada Kepala KUA di Kota Banjarmasin, kemudian
dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum informan
menyatakan setuju karena ketentuan tersebut dinilai memberi fleksibilitas
dalam pelayanan. Namun, dalam pendapat pada sebagian Kepala KUA
Kecamatan di Kota Banjarmasin, dispensasi camat masih lebih diutamakan
dibandingkan surat pertanggungjawaban. Pertimbangan yang mendasari
antara lain kebutuhan verifikasi data, kewajiban bimbingan perkawinan,
kekhawatiran melemahnya pengawasan, serta belum adanya format baku
surat pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan petunjuk teknis yang
lebih rinci untuk menjamin keseragaman dan akuntabilitas pelaksanaan.
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